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Assalamualaikum, WR, WB.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat
Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya
Laporan Tahunan 2025 Balai POM di
Bima. Laporan ini merupakan wujud
dokumentasi atas pelaksanaan tugas
dan fungsi pengawasan Obat dan
Makanan selama kurun waktu satu
tahun, sekaligus sebagai bentuk
transparansi informasi kepada para

pemangku kepentingan dan masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, Balai POM di Bima melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan
secara menyeluruh di wilayah kerja yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten
Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pengawasan dilakukan
melalui pendekatan preventif dan represif, mencakup pengawasan sarana produksi dan
distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, pengawasan label dan iklan, penindakan
terhadap pelanggaran, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha.

Dinamika perkembangan sektor Obat dan Makanan yang semakin kompleks menuntut
penguatan sistem pengawasan yang adaptif, berbasis risiko, dan berorientasi pada
perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Balai POM di Bima terus mendorong peningkatan
kualitas pengawasan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi
laboratorium, serta sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lintas
sektor terkait.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai
pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi
untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang. Kami menyadari bahwa
tantangan pengawasan ke depan akan semakin besar, sehingga diperlukan komitmen,

integritas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
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Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Balai
POM di Bima atas dedikasi dan kerja kerasnya, serta kepada seluruh mitra kerja dan
masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

Semoga Laporan Tahunan Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi
referensi dalam upaya bersama mewujudkan perlindungan masyarakat dari risiko produk Obat

dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Bima, 08 April 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Bima

Adjis Sandjaya, S.Si.
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HIGHLIGHT KEGIATAN

Selain pelaksanaan tugas pengawasan rutin, Balai POM di Bima sebagai Unit
Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia juga
melaksanakan berbagai kinerja tambahan yang bersifat strategis, responsif, dan berdampak
langsung terhadap perlindungan masyarakat serta penguatan sistem pengawasan di wilayah
kerja.

Highlight kinerja ini merupakan capaian yang melampaui target pemeriksaan reguler,
baik dalam bentuk kegiatan intensifikasi pengawasan tematik, penanganan kasus khusus,
pendampingan prioritas kepada pelaku usaha, penguatan koordinasi lintas sektor, maupun
inovasi layanan publik. Kinerja tambahan tersebut umumnya dilaksanakan sebagai respons
terhadap dinamika isu nasional dan daerah, peningkatan risiko peredaran produk tidak
memenuhi ketentuan, serta kebutuhan percepatan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS BALAI POM DI BIMA

Pada tanggal 16 Oktober, Balai POM di Bima melaksanakan kegiatan Pencanangan
Zona Integritas (ZI) sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Kegiatan ini
diselenggarakan di Kantor Bupati Kabupaten Bima dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten
Bima beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk unsur Forkopimda, instansi
vertikal, perangkat daerah, pelaku usaha, serta mitra kerja lainnya.

Pencanangan Zona Integritas ini merupakan langkah strategis Balai POM di Bima
dalam mendukung program reformasi birokrasi yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan serta sejalan dengan kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Zona
Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas
komitmen Balai POM di Bima dalam membangun budaya integritas serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten dan Kota Bima. Beliau menegaskan bahwa
sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan obat dan makanan
berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.

Kepala Balai POM di Bima dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa
pencanangan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari proses berkelanjutan dalam

melakukan pembenahan internal melalui enam area perubahan, yaitu:
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Manajemen Perubahan

Penataan Tata Laksana

Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Pengawasan

o gk w NP

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Melalui pembangunan Zona Integritas, Balai POM di Bima berkomitmen untuk
memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang profesional, berintegritas, serta
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini juga menjadi wujud nyata dalam
mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani di wilayah Bima dan
sekitarnya.

Dengan dukungan seluruh stakeholder dan partisipasi aktif masyarakat, Balai POM di
Bima optimis dapat meraih predikat WBK/WBBM dan menjadi role model unit kerja

berintegritas di wilayah Nusa Tenggara Barat.
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PENGUJIAN OBAT DAN PANGAN OLAHAN DENGAN RAPID TEST KIT MELALUI
KEGIATAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN TAKJIL SAAT RAMADHAN DAN MOBIL
KELILING

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bima berubah status menjadi Balai POM
di Bima sehingga fungsi pengujian dilaksanakan menggunakan metode rapid test kit. Selama
tahun 2025 pengujian obat menggunakan metode rapid test kit telah dilakukan pada 1 sampel
obat yaitu ambroksol dengan hasil uji memenuhi syarat. Sedangkan untuk pengujian pangan
olahan dilakukan untuk sampel kategori hasil olahan daging dan hasil olahan ikan, telah
dilakukan pengujian dengan metode rapid test kit terhadap parameter uji boraks dan formalin
terhadap 2 sampel pangan olahan yaitu sosis dengan hasil uji memenuhi syarat. Selain itu
petugas melakukan pengujian rapid test kit pangan olahan terhadap makanan dan minuman
yang dicurigai melalui kegiatan inwas takjil pada bulan Ramadhan dan mobil keliling.
Pengujian dilakukan terhadap parameter uji formalin, boraks rhodamine B dan methanil yellow.
Berdasarkan data pangan olahan yang dilakukan sebanyak 104 sampel berupa jajanan
kerupuk, mie basah, Salome, saos, terasi, ikan mentah dan lainnya. Dari 104 sampel diketahui
sampel yang diuji seluruhnya memenuhi syarat. Diharapakan dengan meningkatnya kapasitas
pengujian Balai POM di Bima dapat mengetahui peredaran bahan berbahaya khususnya pada
pangan sehingga dapat melindungi masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Bima dari bahan
berbahaya pada pangan.

PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN PELAYANAN KEFARMASIAN
Pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian merupakan salah

satu tugas strategis Balai POM di Bima dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk
obat yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan guna
memastikan bahwa seluruh rantai distribusi, mulai dari Pedagang Besar Farmasi, RUmah
Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotek, hingga fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya, telah
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Bima melakukan inspeksi rutin dan inspeksi
khusus terhadap sarana distribusi obat. Inspeksi ini mencakup pemeriksaan aspek legalitas,
sistem penyimpanan, penyaluran obat, serta dokumentasi yang dimiliki oleh pelaku usaha.
Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik
(CDOB), guna mencegah peredaran obat yang tidak memenuhi standar atau bahkan ilegal.

Di sisi pelayanan kefarmasian, Balai POM turut melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap praktik kefarmasian di apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini
meliputi pengelolaan obat, pelayanan resep, serta pemberian informasi obat kepada pasien.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan yang
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profesional, aman, dan bertanggung jawab.

Tidak hanya bersifat pengawasan, Balai POM di Bima juga aktif melakukan edukasi
dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penggunaan obat yang rasional serta bahaya
penggunaan obat yang tidak terdaftar atau disalahgunakan.

Melalui pengawasan yang komprehensif dan berkesinambungan, Balai POM di Bima
berupaya menciptakan sistem distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang tertib,
transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, perlindungan kesehatan masyarakat dapat
terwujud secara optimal, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di

wilayah Bima dan sekitarnya.

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT
Sepanjang tahun 2025, Balai POM di Bima telah melaksanakan berbagai kegiatan

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang berfokus pada peningkatan pemahaman
masyarakat terkait keamanan pangan serta dukungan terhadap upaya percepatan penurunan
stunting. Program ini dirancang secara terarah untuk memberikan pengetahuan yang
komprehensif kepada masyarakat, khususnya kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta
keluarga dengan anak balita, mengenai pentingnya memilih dan mengonsumsi produk pangan
yang aman, bergizi, dan memenuhi standar kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dengan
menyasar berbagai lokasi strategis, antara lain pasar tradisional, lingkungan sekolah, serta
pedagang kaki lima di sepanjang jalan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan
edukasi terkait cara memilih pangan yang aman, mengenali ciri-ciri produk yang tidak layak
konsumsi, serta pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengolahan dan

konsumsi pangan.
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Selain itu, kegiatan KIE juga dilaksanakan kepada anak-anak Pramuka sebagai
upaya membentuk agen perubahan di kalangan generasi muda. Melalui pembekalan ini,
anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan
informasi terkait keamanan pangan kepada teman sebaya maupun lingkungan sekitarnya.
Kegiatan KIE ini turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan peran penting gizi
seimbang dalam mencegah stunting sejak dini. Melalui pelaksanaan yang berkelanjutan dan
menyentuh berbagai lapisan masyarakat, diharapkan program ini mampu meningkatkan
pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menjaga keamanan pangan, sehingga

berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.
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BPOM GOE_S TO éCHdOL

Kegiatan BPOM Goes to School merupakan salah satu program edukasi yang
dilaksanakan oleh BPOM dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa mengenai
pentingnya keamanan obat dan makanan. Pada tahun 2025, program ini telah dilaksanakan
di berbagai sekolah yang berada dalam wilayah kerja Balai POM di Bima.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pemberian informasi dan edukasi kepada
siswa terkait cara memilih produk yang aman, memahami dan membaca label kemasan
dengan benar, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap produk ilegal atau berbahaya.
Materi disampaikan secara komunikatif dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta
didik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih
baik dalam memilih serta menggunakan produk obat dan makanan, sehingga dapat
berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan peduli terhadap

lingkungan sekitarnya.
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KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL TERPADU
Kegiatan Prioritas Nasional Terpadu ini dilaksanakan di Kabupaten Dompu sebagai

lokus intervensi pada tahun 2025, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas
masyarakat dalam menerapkan prinsip keamanan pangan secara berkelanjutan. Pelaksanaan
kegiatan mencakup beberapa intervensi utama, yaitu program Desa Pangan Aman, Sekolah
yang Membudayakan Keamanan Pangan, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
yang saling terintegrasi. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi advokasi kepada
pemangku kepentingan terkait guna memperoleh dukungan dan komitmen bersama,
bimbingan teknis kepada kader dan komunitas sebagai pelaksana di lapangan, serta
sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
keamanan pangan. Selain itu, dilakukan pula kegiatan monitoring secara berkala untuk
memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana serta untuk mengevaluasi
capaian dan kendala yang dihadapi di lapangan. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan
tercipta sinergi antara pemerintah, kader, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan
yang menerapkan praktik keamanan pangan yang baik, sehingga dapat mendukung
peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
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Car Free day memperingati Ulang Tahun BPOM Ke - 24

Kegiatan Car Free Day yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun
BPOM ke-24 Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat kedekatan dengan
masyarakat sekaligus menyampaikan pesan penting terkait keamanan pangan, obat, dan
kosmetik. Kegiatan ini dilaksanakan di area Car Free Day Amahami, Kota Bima, dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan.
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Selain mendorong penerapan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik, kegiatan ini juga
dimanfaatkan sebagai sarana efektif dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
(KIE) kepada masyarakat luas. Berbagai bentuk edukasi disampaikan secara langsung dan
interaktif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memilih dan
menggunakan produk yang aman dan sesuai ketentuan. Dengan melibatkan ribuan peserta,
kegiatan ini mampu menciptakan suasana yang penuh kebersamaan dan semangat positif.
Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan

produk yang dikonsumsi dan digunakan sehari-hari semakin meningkat, sejalan dengan upaya

Halaman | xiii

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

iterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Ne SSN).



"LAPORAN TAHUNAN 2025

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

\

Pada tahunv 2025 Balai POM di Bima melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan saat
bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta saat perayaan Hari Raya Natal dan
Tahun Baru. Pengawasan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi
terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota
dengan total pengawasan 49 sarana distribusi pangan. Dari hasil pengawasan, 40 sarana
(81.6%) Memenuhi Ketentuan, 9 sarana (18.4%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Dalam
pemeriksaan tersebut, ditemukan 20 item (256 pieces) produk pangan yang tidak memenuhi
ketentuan berupa pangan kedaluwarsa yang ditempatkan bercampur dengan produk pangan
yang masih layak konsumsi dan produk dimana dapat berisiko pangan tersebut dikonsumsi
oleh konsumen. Total nilai ekonomi dari temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan
mencapai Rp. 2.293.400. Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan,
pengawasan juga dilakukan terhadap pangan takjil (lauk pauk, es dan kudapan) yang dijual
untuk berbuka puasa. Pengujian dilakukan menggunakan test kit untuk mendeteksi
kandungan bahan berbahaya dalam pangan (boraks, formalin dan rhodamin B). Dari 40
sampel yang diuji, tidak ditemukan mengandung bahan berbahya (boraks, formalin dan

rhodamin B).
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BAB | PENDAHULUAN

¢ GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Balai POM di Bima merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan yang berkedudukan di Kota Bima dan memiliki wilayah kerja
meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan
Kabupaten Sumbawa Barat. Keberadaan Balai POM di Bima merupakan bagian dari
penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah Pulau Sumbawa, guna
menjamin bahwa setiap produk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor,
kosmetik, suplemen kesehatan, serta pangan olahan yang beredar memenuhi persyaratan
keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Secara kelembagaan, Balai POM di Bima dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan
ketentuan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM
sebagaimana diatur dalam peraturan Badan POM terbaru, termasuk Peraturan Badan POM
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan POM beserta perubahannya melalui Peraturan Badan POM Nomor 3
Tahun 2025. Dalam struktur tersebut, Balai POM di Bima berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan POM, serta secara teknis dibina oleh deputi terkait dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Badan POM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai POM di Bima menyelenggarakan fungsi
pengawasan obat dan makanan secara komprehensif, baik sebelum produk beredar (pre-
market) maupun selama produk beredar di masyarakat (post-market). Pengawasan
tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan
pengujian laboratorium, pengawasan label dan iklan, sertifikasi sarana dan produk tertentu,
serta penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain
itu, Balai POM di Bima juga melaksanakan kegiatan intelijen dan penyidikan dalam rangka
penegakan hukum di bidang obat dan makanan, termasuk koordinasi dengan aparat
penegak hukum dan pemerintah daerah.

Di samping fungsi pengawasan dan penindakan, Balai POM di Bima memiliki peran
strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi,
informasi, dan edukasi (KIE), pembinaan UMKM pangan olahan, serta fasilitasi peningkatan
kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan
pengawasan berbasis risiko dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Balai POM di Bima
berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat Pulau Sumbawa dari

produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
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Sebagai perpanjangan tangan kebijakan nasional Badan POM di tingkat daerah, Balai POM
di Bima tidak hanya menjalankan fungsi teknis operasional, tetapi juga berkontribusi dalam
mendukung pembangunan kesehatan dan peningkatan daya saing produk lokal melalui
sistem pengawasan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian,
keberadaan Balai POM di Bima menjadi elemen penting dalam mewujudkan perlindungan
konsumen serta terciptanya ekosistem peredaran obat dan makanan yang aman, bermutu,

dan berdaya saing di wilayah kerjanya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 4 PerBPOM No. 19 Tahun 2023, Balai POM di Bima sebagai
salah satu UPT BPOM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di
bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas
pengawasan obat dan makanan, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan
fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 PerBPOM No. 19 Tahun 2023,
yaitu:

a) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

b) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

c) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas
pelayanan kefarmasian;

d) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan
Makanan;

e) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

f) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

g) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

h) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan
penyidikan;

i) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

i) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

k) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;

I) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
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m) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat
dan Makanan;

n) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

0) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. VISI DAN MISI

Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala perubahannya, maka
Balai POM di Bima bercita-cita untuk mewujudkan kondisi ideal bagi masyarakat

khusunya di Pulau Sumbawa seperti dalam Visi dan Misi berikut;

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan

berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama
Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

MISI BALAI POM DI BIMA

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta
penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi
pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif
dan berdaya saing

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan

pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3. BUDAYA KERJA ORGANISASI

BerAKHLAK’
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Dalam mewujudkan misi tersebut, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai POM
di Bima harus memegang teguh nilai-nilai dasar BerAKHLAK yang dapat menjadi dasar
penguatan budaya kerja untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Adapun
nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK merupakan akronim Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Selain itu ASN Balai POM di Bima juga berpegang teguh pada budaya organisasi
merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati serta diamalkan oleh
seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas serta menjadi semangat dalam
berkarsa dan berkarya. Budaya organisasi di lingkungan Badan POM memiliki

singkatan “PIKKIR” yang diuraikan sebagai berikut:

"ﬁ“ﬂ“[@“[ﬂ"ﬂ“&

Profesional lm Kredibmtas Kerjasama Tim lnovatif mf/

Responsif/
Cepat Tanggap

a. Profesional, yaitu menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,
ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas, yaitu dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan
internasional.

d. Kerjasama Tim, yaitu mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi
yang baik.

e. Inovatif, yaitu mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

f. Responsif/Cepat Tanggap, yaitu antisipatif dan responsif dalam mengatasi

masalah.
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BAB Il KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1 Lingkungan External

Lingkungan eksternal Balai POM di Bima dipengaruhi oleh berbagai faktor
strategis yang berasal dari dinamika sosial, ekonomi, regulasi, serta perkembangan
teknologi di wilayah Pulau Sumbawa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum.
Wilayah kerja yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten
Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki karakteristik geografis yang luas
dengan sebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menuntut pendekatan
pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko.

A. Data Umum Wilayah Kerja

Balai POM di Bima memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh Pulau Sumbawa
bagian timur hingga barat, yang terdiri atas lima kabupaten/kota, yaitu Kota Bima,
Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa
Barat, yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara geografis, wilayah kerja ini didominasi oleh bentang alam pesisir,
perbukitan, dan pegunungan dengan sebaran penduduk yang cukup luas dan tidak
merata. Karakteristik wilayah yang terdiri dari daerah perkotaan, pedesaan, hingga
wilayah kepulauan dan pesisir menjadikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan
pengawasan Obat dan Makanan, terutama dalam aspek distribusi produk, jangkauan
pengawasan, serta aksesibilitas sarana produksi dan distribusi.

Dari sisi demografi, wilayah kerja Balai POM di Bima dihuni oleh masyarakat
dengan aktivitas ekonomi yang beragam, meliputi sektor perdagangan, pertanian,
perikanan, industri rumah tangga, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),
khususnya di bidang pangan olahan. Pertumbuhan pelaku usaha pangan dan kosmetik
skala kecil hingga menengah di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan, sehingga
memerlukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan
kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu.

Pulau Sumbawa adalah sebuah pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB) dengan luas daratan sekitar 15.448 km2 yang mencakup empat kabupaten dan
satu kota administratif. Secara geografis pulau ini membentang dari Selat Alas di barat
hingga Selat Sape di timur, berbatasan dengan Laut Flores di utara dan Samudra Hindia
di selatan. Pulau ini merupakan salah satu pilar penting pembangunan di NTB dengan

komoditas pertanian, peternakan, perikanan dan potensi mineralnya yang luas.
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Kota Bima 222,25 1,45 %
Kabupaten Bima 4.389,40 28,65 %
Kabupaten Sumbawa 6.643,99 43,36 %
Kabupaten Dompu 2.325,00 15,18 %
Kabupaten Sumbawa Barat 1.743,58 11,36 %
Total 15.324,22 100%

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Pengawasan Balai POM di Bima

Secara proporsional, wilayah terluas dalam cakupan pengawasan Balai POM di
Bima adalah Kabupaten Sumbawa yang mencakup sekitar 43,36% dari total daratan
Pulau Sumbawa. Selanjutnya Kabupaten Bima memiliki kontribusi wilayah sebesar
28,65%, diikuti Kabupaten Dompu sebesar 15,18%, dan Kabupaten Sumbawa Barat
sebesar 11,36%. Sementara itu, Kota Bima sebagai wilayah administratif perkotaan
memiliki luas relatif kecil yaitu 1,45% dari total luas Pulau Sumbawa.

Jumlah penyebaran kecamatan, kelurahan / desa dan jumlah penduduk di wilayah
kerja Balai POM di Bima berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
NTB Tahun 2023/2024 seperti pada berikut:

Kota Bima 5 38
Kabupaten Bima 18 209
Kabupaten Sumbawa 24 165
Kabupaten Dompu 8 90
Kabupaten Sumbawa Barat 8 67
Total 63 569

Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatan dan Desa di Pulau Sumbawa

Secara administratif, Pulau Sumbawa memiliki 63 kecamatan, 569
desa/kelurahan, yang terdiri dari 494 desa dan 75 kelurahan. Kabupaten Bima menjadi
wilayah dengan jumlah desal/kelurahan terbanyak yaitu 209, disusul Kabupaten
Sumbawa sebanyak 165. Kabupaten Dompu memiliki 90 desa/kelurahan, sedangkan
Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 67. Adapun Kota Bima seluruhnya berbentuk
wilayah kelurahan dengan total 38 kelurahan tanpa desa. Jumlah ini menggambarkan
luasnya cakupan pengawasan Balai POM di Bima hingga ke tingkat pemerintahan paling
bawah, yang menjadi basis penting dalam perencanaan kegiatan pengawasan sarana
produksi, distribusi, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
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Jalur transportasi yang digunakan untuk menyusuri wilayah kerja Balai POM di
Bima adalah jalur darat. Adapun waktu tempuh yang dibutuhkan dari Kantor menuju
wilayah kerja yakni berkisar 1-2 jam untuk Kota Bima, 2—8 jam untuk Kabupaten Dompu,
4-8 jam untuk Kabupaten Bima, 6-10 Jam untuk Kabupaten Sumbawa, dan 10-12 Jam

untuk Sumbawa Barat.

Data Demografi

Secara total, Pulau Sumbawa diperkirakan memiliki sekitar 1,66 juta penduduk
pada pertengahan 2024-2025 yang tersebar di lima wilayah administratif utama.
Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan cenderung hampir seimbang di sebagian
besar wilayah, mencerminkan struktur demografis yang stabil. Data ini menjadi dasar
penting bagi Balai POM Bima dalam merencanakan strategi pengawasan, pembinaan
fasilitas publik, dan intervensi kesehatan masyarakat secara tepat sasaran di seluruh

kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

Kota Bima 80.085 81.277 161.362
Kabupaten Bima 272.459 271.123 543.582
Kabupaten Sumbawa 264.620 263.000 527.620
Kabupaten Dompu 140.257 136.000 276.257
Kabupaten Sumbawa Barat 78.230 77.300 155.530
Total 835.651 828.700 1.664.351

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk di Pulau Sumbawa

Berdasarkan total jumlah penduduk Pulau Sumbawa sebanyak 1.664.351 jiwa,
yang terdiri dari 835.651 laki-laki (50,21%) dan 828.700 perempuan (49,79%), komposisi
penduduk pada wilayah pengawasan Balai POM di Bima menunjukkan distribusi
sebagai berikut: Kota Bima memiliki jumlah penduduk 161.362 jiwa atau 9,69% dari total
populasi Pulau Sumbawa, dengan komposisi 80.085 laki-laki (49,63%) dan 81.277
perempuan (50,37%), menunjukkan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih tinggi
dibandingkan laki-laki. Kabupaten Bima merupakan wilayah dengan jumlah penduduk
terbesar, yaitu 543.582 jiwa atau 32,66% dari total populasi. Komposisinya terdiri dari
272.459 laki-laki (50,12%) dan 271.123 perempuan (49,88%), dengan struktur gender
yang relatif seimbang. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah penduduk 527.620 jiwa
atau 31,70% dari total populasi, dengan komposisi 264.620 laki-laki (50,15%) dan
263.000 perempuan (49,85%). Kabupaten Dompu memiliki jumlah penduduk 276.257

Halaman | 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara SN).



LAPORAN TAHUNAN 2025

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BIMA Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

jiwa atau 16,60% dari total populasi Pulau Sumbawa, terdiri dari 140.257 laki-laki
(50,77%) dan 136.000 perempuan (49,23%). Kabupaten Sumbawa Barat memiliki
jumlah penduduk 155.530 jiwa atau 9,35% dari total populasi, dengan komposisi 78.230
laki-laki (50,30%) dan 77.300 perempuan (49,70%).

Secara umum, komposisi penduduk di seluruh wilayah pengawasan Balai POM di
Bima menunjukkan distribusi gender yang relatif seimbang, dengan proporsi laki-laki
sedikit lebih tinggi (50,21%) dibandingkan perempuan (49,79%). Struktur demografi ini
menjadi dasar penting dalam perencanaan strategi pengawasan, komunikasi risiko,
serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat agar intervensi yang dilakukan lebih
tepat sasaran dan responsif terhadap karakteristik populasi di Pulau Sumbawa.

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kabupaten/Kota
dalam Angka dan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2022, struktur umur
penduduk di wilayah Pulau Sumbawa yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima,
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat
menunjukkan dominasi kelompok usia produktif.

Mengacu pada klasifikasi usia produktif 15—64 tahun menurut BPS, proporsi
penduduk usia produktif di masing-masing kabupaten/kota berada pada kisaran 64%-—
67% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk di
seluruh wilayah pengawasan Balai POM di Bima berada dalam rentang usia kerja.

Secara umum, berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik dan indikator
kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat, rata-rata (median) usia penduduk di
Pulau Sumbawa berada pada kisaran akhir 20-an hingga awal 30-an tahun, yang
mencerminkan struktur penduduk yang masih relatif muda (young population structure).
Dominasi usia produktif ini memiliki implikasi strategis terhadap pelaksanaan
pengawasan obat dan makanan, antara lain:

¢ Tingginya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

¢ Meningkatnya kebutuhan akses terhadap obat, suplemen kesehatan, dan

pangan olahan.

e Pentingnya penguatan komunikasi risiko dan edukasi berbasis digital kepada

kelompok usia produktif.

Dengan struktur demografi yang didominasi usia produktif dan usia muda, strategi
pengawasan Balai POM di Bima perlu diarahkan pada pendekatan preventif, edukatif,
serta pengawasan distribusi produk yang banyak dikonsumsi oleh kelompok usia kerja

dan remaja.
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C. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota
Sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Pulau Sumbawa

meliputi industri kosmetik, usaha kecil obat tradisional (UKOT), usaha mikro obat
tradisional (UMOT), industri pangan serta industri rumah tangga pangan (IRTP).
Sedangkan sarana distribusi Obat dan Makanan meliputi sarana distribusi obat dan
pelayanan kefarmasian, sarana Distribusi Obat Tradisional (DOT), saran distribusi
Suplemen Kesehatan (DSK), sarana Distribusi Kosmetik (DK) dan sarana Distribusi
pangan olahan (DM). Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian terdiri dari
Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Apotek, Rumah
Sakit, Puskesmas, Klinik dan Fasilitas Lainnya termasuk Toko Obat.

Di wilayah kerja Balai POM di Bima jumlah sarana seluruhnya 3350 dengan rincian
1467 sarana produksi dan 1883 sarana distribusi. Dalam pelaksanaan pengawasan,
Balai POM di Bima memanfaatkan sarana transportasi darat. Secara rinci jumlah sarana

produksi dan distribusi Obat dan Makanan per Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:
No | Jenis Sarana K-ota K-ab Dompu | Sumbawa Sumbawa Total
Bima | Bima Barat
Sarana Produksi Obat dan Makanan
1 UTD 0 0 0 0 0 0
2 IRTP 337 246 335 342 172 1432
3 |MD 10 6 3 5 1 25
4 IND KOS 1 0 1
5 UMOT/UKOT 1 0 3 4 0 8
Sarana Distribusi Obat dan Makanan
6 |DM 339 313 333 71 72 1128
7 DK 112 92 51 13 7 275
8 Klinik 4 0 0 1 0 5
Kecantikan
9 | DOT 10 2 8 1 25
10 | DSK 2 0 0 3
11 | PBF 1 0 0 1 2
12 | APT 59 80 49 86 20 294
13 | TO 5 1 4 8 2 20
14 | IFP 1 1 1 5
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15 | RS 5 1 2 3 1 12
16 | PKM 7 21 10 26 9 73
17 | Klinik 9 3 4 14 11 41

Tabel 2. 4 Tabel Sarana Pengawasan Balai POM di Bima

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nusat Tenggara Barat yang tersedia

di situs total jumlah Satuan Pendidikan Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

pada jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat per Desember 2025 tercatat sebanyak 2.011

sekolah yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada tabel

berikut:
No Kabupaten/Kota Jumian Juml.ah Jumian Rasio Murid Guru
Sekolah | Murid Guru
1 | Kota Bima 83 16.136 2.042 7.90
2 Kabupaten Bima 423 50.875 | 10.007 5.08
3 | Kabupaten Sumbawa 378 49.096 4.658 10.54
4 | Kabupaten Dompu 229 28.815 4.763 6.05
5 | Kabupaten Sumbawa Barat 113 16.585 1.260 13.16
Tabel 2. 5 Jumlah Sekolah. Murid, dan Rasio SD Pulau Sumbawa
No Kabupaten/Kota Jumian Juml.ah Jumian Rasio Murid Guru
Sekolah | Murid Guru
1 Kota Bima 25 5.676 821 6.91
2 | Kabupaten Bima 134 18.195 5.605 3.25
3 | Kabupaten Sumbawa 117 19.265 2.172 8.87
4 Kabupaten Dompu 71 11.999 2.461 4.88
5 | Kabupaten Sumbawa Barat 42 6.473 701 9.23
Tabel 2. 6 Jumlah Sekolah. Murid, dan Rasio SMP Pulau Sumbawa
No Kabupaten/Kota Jumlah | Jumlah | -Jumiah Rasio Murid Guru
Sekolah | Murid Guru
1 Kota Bima 25 4.322 478 9.04
2 Kabupaten Bima 134 16.426 2.522 6.51
3 | Kabupaten Sumbawa 117 11.236 747 15.04
4 Kabupaten Dompu 71 9.444 1.007 9.38
5 | Kabupaten Sumbawa Barat 42 4.181 268 15.60
Tabel 2. 7 Jumlah Sekolah. Murid, dan Rasio SMA Pulau Sumbawa
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2.2 Lingkungan Internal
A. Sarana dan Prasarana

No Infrastruktur Spesifikasi
1. | Tanah dan Gedung e Luas Tanah 4,719 M?

e Luas Bangunan 416,125 M?
2. | Rumah Dinas e Luas Tanah 72 M2

e Luas Bangunan 55,55 M?

3. Sumber Air e Sumur BOR
4. Sumber Listrik o 33 KVA
5. | Kendaraan Operasional e Kendaraan roda empat, 1 Unit Kendaraan

Operasional dan 1 Unit Laboratorium Keliling

¢ Kendaraan roda dua, satu unit

6. | Telekomunikasi e Satu Unit Handphone untuk KIE
7. Email ¢ lokapomdikabbima@gmail.com
8. | Layanan Internet (24 Jam) e Blip 1 Line 200 Mbps

Tabel 2. 8 Sarana dan Prasana Penunjang Balai POM di Bima

B. Sumber Daya Manusia

Balai POM di Bima dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memiliki tenaga
Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 26 orang Aparatur Sipil Negara dan 7 orang
Pegawai Tenaga Alihdaya. Pada bulan Juni tahun 2025 Balai POM di Bima
mendapatkan tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 8 orang dan 1 orang Pegawai
Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja.

Dari sebaran jenis kelamin Balai POM di Bima memiliki 18 pegawai laki-laki
(55.55%) dan 15 pegawai perempuan (45.45%) dengan rata-rata rentang usia masih di
bawah 45 tahun lima orang, dan pegawai lain masih di rentang usia 30 tahun. Melihat
komposisi usia pegawainya, maka Balai POM di Bima harus mempunyai strategi
pengembangan pegawai yang tepat agar tidak terjadi kekosongan SDM di posisi-posisi
strategis serta mempersiapkan pemimpin lapis kedua (second layer leader), agar pada
saat yang tepat telah siap untuk memimpin organisasi.

Komposisi pegawai ASN Balai POM di Bima per Desember 2025 berdasarkan
kualifikasi pendidikan dapat dirinci seperti dalam grafik di bawah. Pengembangan
kualitas pendidikan SDM pada tahun 2025 sebanyak 2 pegawai menjalani tugas belajar
ke jenjang S1 tanpa melepaskan jabatan.
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Grafik 2. 1 Komposisi Pendidikan ASN Balai POM di Bima 2025

Berdasarkan data pegawai yang tersedia, komposisi tingkat Pendidikan
menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1).
Dari total 26 pegawai, sebanyak 14 orang (53,85%) merupakan lulusan S1. Selain itu,
terdapat 4 orang (15,38%) dengan kualifikasi S1 Profesi, 6 orang (23,08%) lulusan
Diploma lll (D3), dan 2 orang (7,69%) lulusan Strata 2 (S2). Komposisi ini menunjukkan
bahwa sumber daya manusia didominasi oleh tenaga akademik sarjana yang didukung
oleh tenaga diploma serta tenaga profesi dan magister. Struktur pendidikan tersebut
mencerminkan kapasitas SDM yang cukup kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas
teknis dan administratif, dengan kombinasi kompetensi akademik dan profesional yang
memadai.

Pada Tahun 2025, struktur Tim Kerja di Balai POM di Bima belum dibentuk
secara formal dalam bentuk tim-tim kegiatan sebagaimana pola tim kerja berbasis
program. Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi masih dijalankan berdasarkan
pembagian fungsi yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi yang berlaku. Setiap
fungsi dikoordinasikan oleh seorang koordinator fungsi yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan kegiatan, pengendalian mutu pekerjaan, serta pelaporan kinerja
pada lingkup tugasnya masing-masing.

Koordinator fungsi berperan sebagai pengendali operasional, memastikan
kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja, target kinerja, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan. Meskipun belum terbentuk dalam format tim kerja tematik atau
berbasis kegiatan, mekanisme koordinasi tetap berjalan secara efektif melalui rapat

koordinasi internal, komunikasi lintas fungsi, dan pelaksanaan tugas secara kolaboratif
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sesuai kebutuhan program. Pola kerja berbasis fungsi ini tetap menjamin keterpaduan
pelaksanaan tugas, akuntabilitas, serta kelancaran pencapaian sasaran kinerja
organisasi. Ke depan, pembentukan tim kerja yang lebih terstruktur dapat
dipertimbangkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas dan

penguatan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

C. Profil Tenaga Kerja Penguji

Pada Tahun 2025, seiring dengan peningkatan status Loka POM di Kabupaten
Bima menjadi Balai POM di Bima, telah dilakukan penguatan kapasitas laboratorium
sebagai bagian dari penyesuaian fungsi dan peran kelembagaan. Peningkatan ini
ditandai dengan optimalisasi sarana pengujian serta penguatan kompetensi sumber
daya manusia laboratorium.

Balai POM di Bima saat ini termasuk dalam kategori laboratorium Tier 1, dengan
kapasitas pengujian yang difokuskan pada penggunaan rapid test kit. Lingkup pengujian
pada tier ini masih bersifat skrining awal (screening test) untuk mendukung kegiatan
pemeriksaan dan pengawasan di lapangan. Sepanjang Tahun 2025, jumlah sampel
yang dilakukan pengujian sebanyak 3 sampel, dengan rincian sebagai berikut:

e Sampel obat, menggunakan rapid test kit untuk parameter uji reaksi warna,
Kromatografi Lapis Tipis (KLT), dan waktu hancur.

¢ Sampel pangan, menggunakan test kit formalin dan boraks pada produk pangan
olahan daging dan olahan ikan.

Dari sisi sumber daya manusia, terdapat 2 orang tenaga penguji yang telah
mengikuti pelatihan pengujian menggunakan rapid test kit. Kedua personel tersebut
merupakan Pejabat Fungsional Madya (PFM) yang bertugas pada fungsi pemeriksaan,
sehingga pelaksanaan pengujian laboratorium terintegrasi secara langsung dengan
kegiatan pengawasan di lapangan.

Dengan capaian tersebut, meskipun masih berada pada level Tier 1, Balai POM di
Bima telah menunjukkan langkah awal dalam penguatan kapasitas laboratorium sebagai
fondasi menuju pengembangan ruang lingkup pengujian yang lebih luas di masa

mendatang.

D. Pelatihan Uji Profisiensi
Pada Tahun 2025, Balai POM di Bima belum melaksanakan kegiatan Pelatihan

maupun Uji Profisiensi laboratorium. Hal ini disebabkan oleh status laboratorium yang
masih berada pada Tier 1, sehingga ruang lingkup pengujian dan pengembangan

kompetensi laboratorium masih terbatas pada fungsi dasar operasional.
Sebagai laboratorium Tier 1, fokus utama masih diarahkan pada penguatan
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sarana dan prasarana, pemenuhan standar dasar mutu, serta peningkatan kapasitas
internal secara bertahap. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan Uji Profisiensi eksternal
maupun pelatihan teknis lanjutan belum menjadi prioritas program pada Tahun 2025.
Ke depan, seiring dengan peningkatan status laboratorium dan pengembangan
ruang lingkup pengujian, kegiatan Pelatihan dan Uji Profisiensi akan direncanakan
secara bertahap guna mendukung peningkatan kompetensi SDM serta pemenuhan

standar mutu laboratorium yang lebih tinggi.

E. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian

Laboratorium Pengujian Tingkat || pada Balai POM di Bima merupakan unit teknis
yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan
pengujian sampel secara ilmiah dan terstandar. Dalam mendukung operasional
tersebut, laboratorium dilengkapi dengan peralatan pengujian yang memadai sesuai
dengan ruang lingkup pengujian dan standar mutu yang berlaku. Jumlah peralatan
laboratorium pengujian tingkat | yang dimiliki Balai POM di Bima saat ini mencerminkan
kapasitas laboratorium dalam melaksanakan menggunakan rapid test di wilayah kerja
Pulau Sumbawa. Ketersediaan peralatan tersebut juga didukung dengan pemeliharaan
berkala, kalibrasi, serta verifikasi kinerja alat untuk menjamin validitas dan keandalan
hasil pengujian.

No Nama Alat Jumlah
1 | Buret Kaca Coklat 25 ml 0,05 kelas A p=650mm 3
2 | Buret Kaca Coklat 50 ml 0,05 kelas A p=850 mm 3
3 GELAS UKUR 10 ML 13
4 GELAS UKUR 50 ML 13
S | LABU UKUR 20 ML TUTUP PLASTIK 10
7 PIPET VOLUM 1 ML 10
8 PIPET VOLUM 2 ML 10
9 PIPET VOLUM 3 ML 10
10 | PIPET VOLUM 10 ML 10
11 | PIPET VOLUM 20 ML 5
12 | PIPET VOLUM 25 ML
13 | PIPET VOLUM 5 ML
14 | Labu ukur tutup plastik 10 mI, TS 9 10
15 | Labu ukur tutup plastik 100 ml 10
16 | Labu ukur tutup plastik 1000 ml, TS 22 5
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17 | Labu ukur tutup plastik 200 ml, TS 16

18 | Labu ukur tutup plastik 2000 ml, TS 27 3
19 | Labu ukur tutup plastik 25 ml, TS 9 10
20 | Labu ukur tutup plastik 250 ml, TS 16 5
21 | Labu ukur tutup plastik 5 ml, TS 9 10
22 | Labu ukur tutup plastik 50 ml, TS 13 10
23 | Labu ukur tutup plastik 500 ml, TS 19 5
24 | Labu Ukur Coklat, tutup kaca 10 ML 5
25 | LABU UKUR COKLAT TUTUP KACA 5 ML 5
26 | Labu Ukur Coklat, tutup kaca 50ml 5
27 | PIPET VOLUM 15 ML 1
28 | PIPET VOLUM 9 ML 1
29 | PIPET VOLUM 8 ML 1
30 | PIPET VOLUM 7 ML 1
31 | PIPET VOLUM 6 ML 1
32 Beaker Glass 10 ml 4
33 Beaker Glass 20 ml 4
34 Beaker Glass 25 ml 11
35 Beaker Glass 30 ml 11
36 | Beaker Glass 50 mi 13
37 Beaker Glass 100 ml 7
38 | Beaker Glass 250 ml 13
39 | Beaker Glass 500 ml 12
40 | Cawan Petri

41 Corong Kaca 5
42 Erlenmeyer 100 ml 12
43 Erlenmeyer 250 ml 18
44 Erlenmeyer 500 ml 10
45 Kleps 5
46 Mortar 5
47 Pengaduk Kaca Panjang 2
48 Pengaduk Kaca Pendek 8
49 Pipet Tetes Kaca 32
50 Rak Tabung Reaksi 8
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51 Spatula Stainless

52 Statif 5
53 | Tabung Reaksi Besar 35
54 | Tabung Reaksi Kecil 28

Tabel 2. 9 Daftar Alat Gelas Balai POM di Bima 2025

No Nama Alat Jumlah
1 Reach In Frezzer 1
2 | Seterika 1
3 | Vertikal Blind 4
4 Digital Thermometer 1
5 | Water Bath (Alat Laboratorium Umum) 1
6 Oven (Alat Laboratorium Umum) 1
7 PH Meter (Alat Laboratorium Umum) 1
8 Spectrophotometer 1
9 | Vortex Mixer 1
10 | Micro Pippettes 6
11 | Stand, Diluter/Pipet 1
12 | Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan) 1
13 | Micro Analytical Balance 1
14 | Top Loading Balance (Alat Laboratorium Farmasi) 2
15 | Humidity Chamber 2
16 | Fumehood 1
17 | High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC) 1
18 | Hot Plate Stirer 1
19 | Thermocouple 2
20 | Chromatography Developing Chamber 5
21 | Electric Desicator 1
22 | Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang) 1
23 | Refrigerator/Freezer 2
24 | Portable Ultra Violet Rays Lamp 1
25 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 2

Tabel 2. 10 Daftar Peralatan Laboratorium Tk 2 Balai POM di Bima 2025
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F. Sertifikasi/Akredetasi

Pada Tahun 2025, Balai POM di Bima belum memiliki akreditasi atau sertifikasi
yang berlaku. Sebelumnya, Balai POM di Bima pernah menerapkan standar manajemen
mutu berbasis ISO 9001 sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas
layanan dan tata kelola organisasi. Namun, seiring dengan kebijakan transformasi
kelembagaan dan penguatan sistem manajemen yang terintegrasi di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, saat ini Balai POM di Bima mengacu
pada penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi.

Sistem Manajemen POM Terintegrasi merupakan platform pengelolaan
manajemen dan layanan yang terstandardisasi secara nasional, yang mengintegrasikan
proses bisnis, pelaporan kinerja, pengawasan, serta tata kelola administrasi dalam satu
sistem terpadu. Dengan mengacu pada sistem ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai
POM di Bima tetap berjalan sesuai dengan standar operasional dan ketentuan yang
berlaku secara nasional, meskipun belum terdapat sertifikasi eksternal yang aktif.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman sistem pengendalian
mutu, efektivitas pengawasan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja
di seluruh satuan kerja BPOM. Ke depan, Balai POM di Bima akan menyesuaikan
kebijakan akreditasi atau sertifikasi sesuai dengan arah kebijakan dan regulasi yang
ditetapkan oleh BPOM RI.

G. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan

makanan, Balai POM di Bima telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum
melalui Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kepolisian Resor (Polres) Bima. Kerja
sama ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani
antara Loka POM di Kabupaten Bima dengan Polres Bima pada tanggal 11 Januari 2023
dan berlaku selama 5 tahun sampai saat ini yang dimana Loka POM di Kabupaten Bima
menjadi Balai POM di Bima. Nota Kesepahaman tersebut memuat komitmen kedua
belah pihak dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan
makanan di daerah. Ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan informasi,
koordinasi dalam pengawasan, bantuan pengamanan dalam pelaksanaan tugas
operasional, kegiatan intelijen bersama, serta pelaksanaan penindakan dan penyidikan
terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan. Melalui kerja sama ini, diharapkan
terbangun sinergi yang kuat antara Balai POM di Bima dan Polres Bima, khususnya
dalam mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, kerja

sama ini juga menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna
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meningkatkan perlindungan masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal.

H. Kerja Sama dan Penghargaan

Balai POM di Bima juga memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh
Dinas Kesehatan yang berada dalam wilayah pengawasan namun belum dalam bentuk
formal dan kerja sama dengan Polres Bima terkait pengawasan Obat dan Makanan yang
beredar di Daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota. Kolaborasi ini meliputi
pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, pengawasan bersama terhadap distribusi
obat dan pangan olahan, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada
masyarakat, serta dukungan dalam penanganan kasus dan kejadian luar biasa (KLB)
yang berpotensi terkait produk obat dan makanan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan
dapat menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif, responsif, dan terintegrasi
di daerah.

Penghargaan Kinerja 2025

Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel
dan berkualitas, Balai POM di Bima memperoleh penghargaan sebagai Satuan Kerja
dengan Nilai IKPA Terbaik Tahun 2025. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam
pengelolaan anggaran yang efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, serta
menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Balai POM di
Bima untuk terus meningkatkan kinerja organisasi, baik dalam aspek pengawasan,

pelayanan publik, maupun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Gambar 1. 1 Piagam Penghargaan IKPA 2025
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Pengadaan Barang / Jasa
Pada Tahun Anggaran 2025, Balai POM di Bima telah melaksanakan kegiatan

pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kinerja
pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. Total realisasi anggaran pengadaan
barang dan jasa mencapai Rp 412.146.560, yang digunakan secara efektif dan efisien
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengadaan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional
kantor, peningkatan kapasitas laboratorium, serta dukungan kegiatan teknis
pengawasan. Pengadaan tersebut meliputi belanja barang habis pakai, kebutuhan
peralatan penunjang laboratorium, serta jasa lainnya yang mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Bima.

Seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi. Selain itu, pengadaan juga dilakukan dengan
memperhatikan skala prioritas kebutuhan sehingga memberikan dampak optimal
terhadap peningkatan kualitas layanan dan pengawasan.

Dengan realisasi anggaran tersebut, Balai POM di Bima mampu mendukung
pelaksanaan kegiatan secara maksimal, baik dalam aspek pengujian, pengawasan
lapangan, maupun pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap
peningkatan perlindungan masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak

memenuhi syarat

J. Anggaran dan Sumbernya
Pada Tahun Anggaran 2025, UPT BPOM (Balai POM di Bima) mengelola

anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan total pagu sebesar Rp
3.073.521.000. Dari total pagu tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp 3.049.577.126,
yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan nilai IKPA
Sangat Baik.

Berdasarkan jenis belanja, alokasi Belanja Pegawai memiliki pagu sebesar Rp
1.289.657.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.277.278.158. Sementara itu, Belanja
Barang dialokasikan sebesar Rp 1.727.964.000 dengan realisasi sebesar Rp
1.716.400.762, yang digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan teknis
pengawasan. Adapun Belanja Modal memiliki pagu sebesar Rp 55.900.000 dengan
realisasi sebesar Rp 55.898.206, yang dimanfaatkan untuk pengadaan aset dan
peralatan penunjang.

Dari sisi sumber anggaran, seluruh realisasi pada tahun 2025 berasal dari Rupiah

Murni (RM), sedangkan PNBP tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran. Hal ini
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menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Balai POM di Bima sepenuhnya didukung
oleh anggaran pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran yang mendekati pagu
mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan
perencanaan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM

di Bima secara optimal

K. Laporan Penerimaan PNBP
Pada Tahun 2025, Laboratorium Balai POM di Bima masih berada pada kategori

Laboratorium Tier 1, dengan kapasitas penguijian yang terbatas pada parameter tertentu
menggunakan metode rapid test kit. Ruang lingkup pengujian tersebut masih difokuskan
untuk mendukung kegiatan pengawasan rutin dan respons kasus, serta belum
mencakup layanan pengujian komprehensif yang dapat diberikan kepada pihak
eksternal secara luas.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Balai POM di Bima belum dapat melakukan
pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan jasa laboratorium.
Hal ini dikarenakan kewenangan dan kapasitas layanan laboratorium Tier 1 belum
memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan layanan pengujian berbayar kepada
masyarakat atau pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Dengan demikian, sepanjang Tahun 2025 tidak terdapat realisasi penerimaan atau
pendapatan yang bersumber dari PNBP pada Balai POM di Bima. Ke depan,
peningkatan kapasitas laboratorium, baik dari sisi sarana prasarana, peralatan, metode
uji, maupun kompetensi sumber daya manusia, menjadi salah satu upaya strategis untuk
mendukung pengembangan layanan laboratorium yang berpotensi menghasilkan PNBP

sesuai regulasi.

L. Implementasi PUG
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Balai POM di Bima

dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pembangunan

yang adil, setara, dan responsif gender. Implementasi PUG mengacu pada berbagai

regulasi dan kebijakan nasional, antara lain:

e Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional,

o Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;

serta,;
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e Surat Keputusan tentang Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS Tahun 2025-2029 di
lingkungan BPOM.

Komitmen Kelembagaan
Sebagai bentuk komitmen kelembagaan, Balai POM di Bima telah membentuk dan

menetapkan Sub Pokja PUG melalui penugasan resmi di lingkungan unit kerja. Sub
Pokja PUG bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi implementasi PUG dalam seluruh proses bisnis pengawasan obat dan
makanan. Pembentukan Sub Pokja ini menjadi langkah strategis dalam memastikan
integrasi perspektif gender berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Integrasi PUG dalam 7 Proses Pembangunan
Balai POM di Bima berkomitmen mengintegrasikan PUG ke dalam 7 (tujuh) proses

pembangunan, yaitu:

e Perencanaan

e Penganggaran

e Pelaksanaan

e Pemantauan

e Evaluasi

e Pelaporan

¢ Pengawasan/Internal Control

Integrasi ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan
kegiatan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, serta akses dan manfaat yang
setara bagi laki-laki dan perempuan.

Implementasi Data Terpilah dan Analisis Gender
Dalam proses perencanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Balai POM di

Bima telah menerapkan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai
dasar identifikasi isu dan kebutuhan spesifik masyarakat. Data terpilah tersebut
digunakan dalam analisis situasi awal untuk melihat potensi kesenjangan akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam konteks
pengawasan obat dan makanan.

Analisis gender dilakukan pada tahap penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga intervensi yang dirancang lebih tepat
sasaran dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat.

Data persentase ARG terhadap total anggaran unit kerja

Dalam kerangka implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Balai POM di

Bima telah melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada 7 (tujuh)

Rincian Output (RO). Total realisasi dari seluruh RO yang ditandai sebagai ARG adalah
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sebesar Rp 135.147.418, atau setara dengan 4,43% dari total realisasi anggaran unit
kerja.

Secara rinci, RO 3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang
Diselesaikan oleh UPT merealisasikan anggaran sebesar Rp 79.864.500 dengan tingkat
serapan 98,60%. RO ini memberikan kontribusi terbesar terhadap total ARG, yakni
sebesar 2,62% dari total realisasi anggaran unit kerja. Kegiatan ini ditandai sebagai ARG
karena menjamin akses layanan publik yang setara bagi laki-laki dan perempuan serta
mendorong pelayanan yang inklusif dan non-diskriminatif.

Selanjutnya, RO 3165.BDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia
Sekolah (PJAS) Aman merealisasikan anggaran sebesar Rp 16.427.945 dengan
serapan 99,99% atau berkontribusi sebesar 0,54% terhadap total realisasi anggaran.
Program ini responsif gender karena menyasar anak laki-laki dan perempuan secara
setara serta melibatkan peran aktif guru dan pengelola kantin yang banyak diisi oleh
perempuan.

RO 3165.QDG.001 UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT
mencatat realisasi sebesar Rp 3.480.000 dengan serapan 100%, atau 0,11% dari total
realisasi anggaran. Kegiatan ini memiliki dimensi gender karena sebagian pelaku UMKM
di wilayah pengawasan merupakan perempuan, sehingga pendampingan ini
berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan.

RO 3165.BDC.001 Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya melalui KIE
merealisasikan anggaran sebesar Rp 15.826.730 dengan serapan 99,97%, atau 0,52%
dari total realisasi anggaran. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi ini dirancang
untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin,
serta meningkatkan literasi keamanan obat dan makanan secara setara.

RO 3165.BDB.002 Desa Pangan Aman mencatat realisasi sebesar Rp 17.958.248
dengan tingkat serapan 99,98%, atau 0,59% dari total realisasi anggaran. Program ini
responsif gender karena melibatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk kader
perempuan, dalam membangun sistem keamanan pangan berbasis komunitas.

RO 3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT
merealisasikan anggaran sebesar Rp 599.995 dengan serapan 100%, atau 0,02% dari
total realisasi anggaran. Kegiatan ini mendukung perlindungan masyarakat secara
menyeluruh, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak, dari risiko
peredaran produk ilegal.

Terakhir, RO 3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan

merealisasikan anggaran sebesar Rp 990.000 dengan tingkat serapan 99,00%, atau
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0,03% dari total realisasi anggaran. Koordinasi pengawasan ini mendukung kebijakan

yang mempertimbangkan dampak terhadap seluruh kelompok masyarakat secara adil

dan proporsional.

No RO Realisasi % Terhadap Total Realisasi
1 3165.BAH.001 Rp79.864.500 2,62 %

2 3165.BDB.001 Rpl16.427.945 0,54 %

3 3165.QDG.001 Rp3.480.000 0,11 %

4 3165.BDC.001 Rp15.826.730 0,52 %

5 3165.BDB.002 Rp17.958.248 0,59 %

6 3165.AEA.001 Rp599.995 0,02 %

7 3165.BKB.001 Rp990.000 0,03 %

Internalisasi dan Implementasi PUG

Internalisasi PUG (Pengarusutamaan Gender) dilakukan melalui:

Sosialisasi kebijakan PUG kepada seluruh pegawai;

Integrasi indikator gender dalam dokumen perencanaan dan pelaporan;

Pembahasan isu gender dalam forum perencanaan internal;

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah di-tagging ARG.

Implementasi PUGIS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam

pelaksanaan kegiatan lapangan, seperti memastikan partisipasi perempuan dalam

kegiatan edukasi, mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas kegiatan bagi kelompok

rentan, serta memastikan informasi keamanan produk dapat diakses secara setara.

Dengan langkah-langkah tersebut, Balai POM di Bima berkomitmen untuk terus

memperkuat implementasi PUG secara berkelanjutan, sehingga pengawasan obat dan

makanan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga inklusif dan berkeadilan gender.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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BAB Il HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

A. Sampling dan Pengujian Obat dan Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika,
Prekusor dan Zat Adiktif)
Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari tahapan post-market

evaluation, Balai POM di Bima secara berkelanjutan memantau produk yang telah
beredar di pasaran untuk memastikan kualitasnya tetap sesuai standar. Pengawasan
difokuskan pada produk berisiko tinggi berdasarkan analisis risiko, produk dengan
riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), atau yang terkait kasus tertentu. Sesuai
Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 95 Tahun 2025 Tentang Pedoman Sampling
dan Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan, Balai POM di Bima melakukan
sampling secara targeted atau purposive dengan fokus pada produk-produk yang
dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Pada tahun 2025 Balai POM di Bima telah
melakukan pengujian dengan metode rapid test kit terhadap 1 (satu) sampel obat yaitu
ambroksol. Parameter uji dengan metode rapid test kit yaitu uji identifikasi reaksi warna,
uji penetapan kadar secara semi kuantitatif dengan kromatografi lapis tipis dan uji waktu
hancur. Diperoleh hasil dari pengujian tersebut sampel memenuhi syarat (100%).

Rincian target dan realisasi sampling Obat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

ini.
%
NO KATEGORI SAMPEL TARGET REALISASI PENCAPAIAN
1 Va_ksm dan Produk Biologi 1 1 100%
Lainnya
2 | Sampel Obat JKN di Sarana 0
Hulu dan Hilir Teregulasi 36 36 100%
3 | Sampel Obat Non JKN di
Sarana Hulu dan Hilir 24 24 100%
Teregulasi
4 | Sampel Obat Program 5 5 100%
5 | Sampel Ruang Lingkup 1 1 100%
6 | Sampel dl'Sarana Tidak 5 5 100%
Teregulasi
TOTAL 72 72 100%

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2025

Adapun hasil pemeriksaan label dan pengujian sampel dari Balai POM di Bima yang diuji
di laboratorium Obat BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram,
dan BPOM di Kupang adalah sebagai berikut:
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TMK Label & MS MK Label & TMS TMK Label & TMS MS Label & MS
Pengujian Pengujian Pengujian Pengujian

m Sampel Obat =

Grafik 3. 1 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat

A. Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Produk ONPP (Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor)

Pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan produk Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) merupakan salah satu upaya Balai POM di Bima
dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi standar
keamanan, khasiat, dan mutu. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa
proses pengadaan, penyimpanan, penyaluran, hingga penyerahan produk kepada
pasien atau masyarakat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan sarana yang menjadi target pemeriksaan mengacu pada Petunjuk
Teknis Penetapan Target Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian
Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam surat Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nomor R-PW.01.06.3.03.25.143
tanggal 5 Maret 2025. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan analisis risiko dengan
mempertimbangkan tingkat kepatuhan sarana, tren pelanggaran, potensi peredaran
produk ilegal, serta karakteristik wilayah kerja Balai POM di Bima.

Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan ONPP bertujuan untuk mengetahui
tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) oleh sarana guna menjamin
keamanan, mutu dan khasiat obat. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan
pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana dengan riwayat/track record
tidak memenuhi ketentuan (temuan kritis, mayor dan minor serta temuan produk obat
ilegal atau penyaluran obat ke sarana yang tidak berhak), sarana yang sudah lama tidak
dilakukan pemeriksaan (3 tahun belum diperiksa), sarana baru ataupun kasus khusus

(Peringatan dari Badan POM R, tindak lanjut hasil uji sampel TMS, surat recall, dan lain-

lain).
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1) Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Produk
ONPP Tahun 2025
Pemeriksaan sarana hanya dilakukan pada sarana distribusi dan pelayanan
ONPP karena di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terdapat sarana Industri
Farmasi. Dari 447 (empat ratus empat puluh tujuh) sarana distribusi dan pelayanan
kefarmasian yang ada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 84 (delapan puluh
empat) sarana dengan cakupan pemeriksaan sebesar 18,79% pemeriksaan
dilakukan oleh Balai POM di Bima.

No | Jenis Sarana | Jumlah Sarana | Target | Realisasi | % Cakupan*

1 | PBF 2 2 2 100
2 |IFP 5 5 5 100
3 |RS 12 10 10 100
4 | Klinik/BP 41 13 13 100
5 | PKM 73 36 36 100
6 | Apotek 294 32 32 100
7 | Toko Obat 20 8 8 100

Total 447 84 84 100

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat

Keterangan: Persentase (%) cakupan dihitung berdasarkan realisasi pemeriksaan
dibandingkan target.

Realisasi pemeriksaan oleh Balai POM di Bima sebesar 100% atau terealisasi 84
(delapan puluh empat) sarana dari target 84 (delapan puluh empat) sarana. Balai
POM di Bima juga melakukan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Psikotropika di
Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian di wilayah kerja Balai POM di Bima.
Hasil pemeriksaan terhadap 84 (delapan puluh empat) sarana diperoleh hasil 17
(tujuh belas) sarana (20,24%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 67 (enam puluh tujuh)
sarana (79,76%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian hasil pemeriksaan

untuk masing-masing lokus pemeriksaan dapat dilihat pada Grafik berikut.
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Grafik 3. 2 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat

Tindakan terhadap temuan produk yang TMK (rusak dan atau kedaluwarsa) adalah
pemusnahan oleh pemilik dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai
laporan perbaikan hasil temuan. Pimpinan/penanggung jawab sarana juga
membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan produk yang TMK dan
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bila kembali melakukan

pelanggaran.
No Jenis Sarana PB P PK PSK

1 | PBF - - 2 -

2 |IFP - - 5 -

3 |RS - - 10 -

4 | Klinik/BP 1 6 7 -

5 | PKM - 1 12 -

6 | Apotek - 8 24 -

7 | Toko Obat - 1 7 -
Keterangan:

PB = Pembinaan, P = Peringatan, PK= Peringatan Keras, PSK = Penghentian
Sementara Kegiatan

Surat Tindak Lanjut yang telah diserahkan kepada pelaku usaha diharapkan
mendapatkan respon dari pelaku usaha melalui tindakan perbaikan/CAPA. Pada
Tahun 2025 diperoleh hasil bahwa dari 84 (delapan puluh empat) sarana yang
diberikan Surat Tindak Lanjut terdapat 53 (lima puluh tiga) sarana yang telah
mengirimkan feedback dokumen tindakan perbaikan/CAPA.
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2) Pengawalan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (Antimicrobial
Resistance-AMR)

Pemeriksaan sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian produk
ONPP juga berperan penting dalam mendukung program pengendalian resistensi
antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) secara nasional. Integritas rantai
pasok merupakan faktor kunci dalam mencegah penggunaan antibiotik yang tidak
wajar dan tidak rasional, termasuk penyalahgunaan untuk swamedikasi yang dapat
mempercepat terjadinya resistensi antimikroba.

Hasil pengawasan pada tahun 2025 yang dilakukan oleh Balai POM di Bima
menunjukkan bahwa 89,66% apotek di wilayah pengawasan masih ditemukan
melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Praktik ini bertentangan
dengan regulasi dan berpotensi mempercepat perkembangan resistensi
antimikroba di masyarakat.

Untuk mengawal program pengendalian AMR, Balai POM di Bima telah
melakukan berbagai upaya. Selain pengawasan rutin terhadap sarana distribusi dan
fasilitas pelayanan kefarmasian, pengawasan juga diperluas melalui kegiatan
pengawasan terpadu (joint inspection) bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kota Bima dan Kabupaten Bima. Pengawasan ini mencakup sarana
distribusi obat hewan dan pakan hewan guna memastikan bahwa peredaran
antibiotik di sektor kesehatan hewan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu juga dilakukan Advokasi kepada Pemerintah Kota Bima dalam
upaya pengendalian resistensi antimikoba. Pada tanggal 1 Desember 2025
Pemerintah Kota Bima telah mengeluarkan Surat Edaran Pengendalian dan
Rasionalisasi Penggunaan Antibiotika di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di
Masyarakat Nomor 674 Tahun 2025. Balai Pom di Bima juga melakukan kegiatan
Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba secara luring untuk
Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan Pemilik Sarana Apotek di Kota Bima
dengan jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) peserta. Langkah ini
diharapkan dapat menurunkan risiko terjadinya resistensi antimikroba.

3) Operasi Pengawasan Peredaran Psikotropika

Pada periode Agustus-September 2025, Badan POM melaksanakan
Operasi Pengawasan Peredaran Psikotropika secara serentak di seluruh Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di Indonesia, termasuk di Balai POM di Bima.
Operasi ini bertujuan untuk pengetatan peredaran Psikotropika dalam rangka

pencegahan terjadinya penyimpangan peredaran dari jalur legal ke jalur illegal dan
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sebaliknya.

Hasil pengawasan terhadap dari 6 (enam) sarana pelayanan kefarmasian
yang dilakukan oleh Balai POM di Bima menunjukkan bahwa Pola Identifikasi
Pengobatan di sarana tersebut tidak terdapat riwayat penurunan dosis pengobatan

yang diberikan dokter kepada pasiennya.

2. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam
A. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Bahan Alam

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market
untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman
Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, untuk mengakomodasi
pengawasan berbasis risiko, maka dilakukan pengambilan sampel secara targeted dan
purposive dengan fokus pada produk-produk yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi,
serta untuk mengawal kepatuhan produsen dalam rangka penerapan Cara Produksi
Obat dan Makanan yang baik. Sampel yang telah disampling dilakukan evaluasi produk
yang meliputi evaluasi nomor izin edar produk, batas kedaluwarsa produk, label pada
kemasan produk, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Obat Bahan Alam
diperedaran telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Pada tahun 2025 target sampling dan pengujian sampel Obat Bahan Alam 58 (lima
puluh delapan) sampel Balai POM di Bima, dengan pembagian sampel sesuai dengan
kategori dan cara pengambilan yakni secara online maupun offline. Realisasi sampling
dan pengujian sampel Obat Bahan Alam sebesar 100%. Beberapa kendala dalam
sampling Obat Bahan Alam, yaitu :

a. Ketersediaan sampel di sarana distribusi Obat Bahan Alam jumlahnya terbatas
(tidak mencukupi untuk jumlah minimal kebutuhan uji laboratorium) sehingga
terdapat sampel berulang dengan nomor bets yang berbeda.

b. Perubahan trend Obat Bahan Alam yang dikonsumsi oleh masyarakat.

c. Keterbatasan jenis sampel Obat Bahan Alam yang beredar diwilayah
pengawasan Balai POM di Bima, sehingga cukup sulit untuk pemenuhan pada
kategori tertentu.

Telah dilakukan sampling Obat Bahan Alam sesuai dengan Pedoman Sampling

tahun 2025 sebanyak 58 sam